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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR,

PIMPINAK/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERMNUR SUMATERA SELATAN,

© @ bahwa besaran standar biaya perjalanan dinas jabalan bagi Gubemur, Wakil

Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Femerintati Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku saat ini sudah tidak
sesuai lagi dengan kondisi besamya biaya angkutan, sewa holel dan kondisi

_ perekonomian saat ini;

[
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Coishon amntimbanaan aehanaimana dimakend nada honf o di atas
dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biayn
Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubemur, Wakil Gubernur, Pimpinan /
Anggola DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Seldtan;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sumalera Selatan (Lembaran Megara Rl Tahun 1953 Nomor 70,
Tambahan l.embaran Negara Rl Nomor 1814) ;

Undang ~ Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor |
3851) ;

Undang-lUndang Nomor 17 Tahun 2003 ‘lentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lemba-an Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomior 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .iantang Pemerintahan 1Uaarah
{Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang—hndang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438,

7. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tenfang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

8. Peraturan Pemarintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tenlang Pedoman
Perjalanan Dinas Luar Negen bagi PejabalPegawal di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serla Anggola
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Neger Nomar 59 Tahun 2007;

-

-7+ MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN | ANGGOTA
DPRD DAN PEGAWAI NEGER! SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1
2
3.
4

r.
R

Provinsi adalanh Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur adalah Gubermur Sumalera Selatan

Wakil Gubernur adalah Wakii Gubermnur Sumatera Selatan

Pirmpinan / Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Pegawal Neger Sipil adalali Pegawai Negen Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 15874 lentang Pokok - pokok Kepegawaian, sebagalmana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1898,
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Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pajabat yang diberi v#awenang oleh
Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan fuk
perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang kurangnya 5 (lima) kilometer
dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara
atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat
meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari
Luar Negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

Perjalanan dinas jabatan luar negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik
perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan Negara alas perintah Pejabat yang
Berwenang yang dilakukan dari wilayah Republik Indonesia untuk bertolak ke Luar Negeri dan
liba di Indonesia dari luar negeri. |

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat panntah kepada
Gubernur, Wakil Gubemur, Pimpmmﬁ.ngguta DPRD dan Pegawai Nageri Sipil untuk
melaksanakan perjalanan dinas.

. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
. Tempat Kedudukan adalah terhpat/kota kantor/satuan/unit kerja berada.
. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

4. Tempat Tujuan adalah tampahfko{a yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

M nearina nd _.'.-1|r1 ﬁi':_'n.hll.ﬂglzr-h'l cameniara wakin_
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Pasal 2

Gubernur, Wakil Gubemnur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Neger Sipil yang akan
melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih  dahulu mendapatkan persstujuan/perintah

alasannya.

Pasal 3

(1) Penerbitan SPPD diatur sebagai berikut ;

a. SPPD dan Surat Tugas bagi Gubernur dan Wakil Gubemur ditandatangani oleh Gubemur
dan Wakil Gubemur.

b SPPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD,
sedangkan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD. _

c. SPPD bagi Sekrelaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspekiur (untuk penugasan
yang lidak bersamaan dengan tim audit Inspektorat), Kepala Dinas, Repala Badan,
Sekretaris DPRD, Staf AhliiKhusus, Kepala Biro (kecuali Kepala Biro Penghubung) dan
Kepala Kanltor, ditandalangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Sural Tupgas
ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubemur.
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d. SPPD dan Surat Tugas Kepala Biro Penghubung ke dalam/ke luar tempat kedudukan

ditandatangani oleh Kepala Biro Penghubung selelah mendapatkan persetujuan Sekretaris

Daerah; -

SPPD bagi Eselon I, IV, dan Staf di lingkungan Sekrelariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan ditandatangani cleh Kepala Biro yang bersangkutan, sedangkan Surat Tugas

ditandatangani :

(@) Untuk perjalanan dinas yang dibiayai melalui DPA masing-masing biro ditandatangani
oleh Asisten yang membidangi;

(b) Sedangkan uniuk biaya perjalanan dinas yang dihm'abankan kepada biro umum dan
humas ditandatangani oleh Asisten 1V;

f.  SPPD dan Surat Tugas bagi Eselon Ill, IV dan Staf di lingkungan Biro Penghubung
ditandatangani oleh Kepala Biro Penghubung;

g. SPPD dan Surat Tugas untuk Eselon’lll, IV dan Staf pada Dinas, Badan, Inspaklorat dan
Sekretariat DFRD ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/inspektur dan Sekretaris
DPRD.

h. SPPD dan Surat Tugas uniuk Eselon [V dan Staf pada Kantor ditandatangani oleh Kepala
Kantor.

(. SPPD untuk Inspektur dilam sualy penugasan bersamaan dengan tim Inspeklorat
ditandatangani oleh Inspektur, sedangkan Surat Tugas ditandatangani oleh- Sekretaris
Daeran, i

(2) Sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas, terlebih dahulu harus mtetapkanfdisahkan taksasi
biaya perjalanan-dinas oleh-Kepala Biro Keuangan/Pejabat yang diberikan wewenang di
Henlimmon Grbretadat Daarsh Provingi_Sumalera. Selatan. sedannkan bani Dinas/Badan/

Sekretariat DPRO/InspekioratKantor ditstapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/
Inspektur/Kantor yang bersangiutan.

r

Pasal 4

{1) Pegawal Negeri Sipll yang pindah karena kepentingan dinas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bukan alas permintaan sendiri diberikan biaya
perjalanan dinas pindah secara lumpsum,

{¢} Pegawal Negerl Sipil yang akan pindah ke lempat asal alau ke tempat dimana yang
bersangkulan akan menetap setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawal Negerl
Sipil dengan mendapat hak pensiun, dapat diberikan biaya perjalanan dinas pindah secara
lumpsum.,

BABII
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 5

(1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju dan kembali ke lempat kedudukan semula. .

(2) Dalam perjalanan dinas jabalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lermasuk pula
perjalanan yang dilakukan dalam hal ;
. delasering di luar tempal kedudukan,
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ditugaskan uniuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat
kedudukan:

diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan,

_ untuk mendapatkan surat ke!enangan dokter tentang kssahaiannya guna kepentingan

jabalan;

untuk mendapatkan pengahatan di luar lempat kedudukan berdasarkan E{eputusan Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai Nager,

harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan
dokler karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugas;
ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
menjempulmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabal negara/pegawai negeri

¢

yang meningJal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :

g,

uang harian yang melipuli biaya penginapan dan uang makan, uang saku seita transport
iokal;

b biaya ransport pegawal; _
(2) Biaya perjalanan-dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkal

P T (S |y R, I"I-L’:Ir'l J’"ﬂl"lm ;'l- HII"I"IH1 Elﬁﬂ_i[g_t__\[fl!;“__[ !

Jromr g s s peergy wmeggaea

a Tingkat A untuk Gubernur dan Wakil Gubernur,;

o Tingkat B untuk Pejabat Eselon | dan Pimpinan DPRD;

L

Tingkat C untuk Pejabat Eselon Il dan Anggota DPRD;

d Tingkat D unfuk Pejabat Ession H/Gol IV,
e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol |l
f. Tingkat F untuk PNS Gol.ll dan Gol. |,

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan pengaturan
sebagai berikut : '

a. uang harian dan uang representasi, sebagaimana lercantum pada Lamplran |;
b. fasilitas transport, sebagaimana tercanium pada Lampiran |,

c. biaya transport, sabagaiména tercantum pada Lampiran 1lI;

(4] Untuk penugasan dalam kota dapat diberikan uang perjalanan dinas berupa uang transport

dalam kola dengan pengaturan sebagai berkut ;
a. penugasan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
b. besaran transport dalam kota sebagaimana lercantum pada Lampiran IV,

(8) Transport dalam kota uniuk Pimpinan dan Anggota DRRD disetarakan dengan Pegawal Negerl
Sipil Golongan IV,
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(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diatur sebagal

barikut :

a. pendidikan yang dapal dilkuli adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Lermbaga/
Instansi Pemarintah dengan menerbitkan sertifikat sesual dengan kewenangannya.

b. dalam hal biaya akomodasi dan biaya makan selama mengikuti pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayal (6) huruf a disediakan oleh penyelenggara pendidikan, maka
perhitungan biaya perjalanan dinas adalah sebagai bérikut ;

1} uang hatan secara penuh hanya diberikan untuk dua hari yaity satu hari untuk
keberangkatan dan salu hari pada saat kembali ke tempat kedudukan;

2} selama mengikuli pandidikan dapat diberikan uang saku yang besaran per harinya
selara dengan uang harian transport dalam kota sebagaimana'tarcanmm dalam
Lampiran IV;

J) dalam hal pendidiken dilaksanakan kurang daﬁ 7 (tujun) hari, maka selama menglkutl
pendidikan tidak diberikan uang saku; '

4) dalam hal pendidikan dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka diberikan uang saku
maksimal untuk 7 (tujuh) hari. '

(7} Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayal (2) huruf g, selain

diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayal (1), juga diberikan biaya pemelian dan

biaya angkutan jenazah, dengan pengaturan sebagai berikut :

a. biaya pemetian adalah biaya-yang dibutuhkan untuk pembuatan peti jenazah dan bukan
mmalean nana dika vana miéinya maksimal sebesar Rp 4.500.000,00 |

b. biaya angkutan jenazah diberikan sesuai dengan tarif yang beraku untuk alat angruwa

pada saat pengangkutan jenazah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan
tingkat perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan pengaturan eebagai

berikut ;

a. uang harian dihitung untuk seluruh anggota keluarga yang terdin dari suamifisteri dan anak
yang belum menikah yang dibuklikan dengan KP4 dengan besaran sebagaimana disebutkan

dalarn Pasal 6 ayat (3) huruf &;

b. biaya transport diberikan hanya untuk satu kall perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat
lugas yang baru alau ke fempat dimana yang bersangkutan akan menetap setelah
dibernentikan dengan hormat sebagai Pegawail Negeri Sipil, yang besarannya sabagaimana

diatur dalam Pasal 6 ayat (3} huruf ¢;

¢ biaya pengiriman barang dihitung berdasarkan tarif angkutan darat atau angkutan laut yang
berlaku pada saat perpindahan dikalikan dengan tonase maksimum yang diperkenankan

sebagaimana tercanium dalam Lampiran V, _
d. pemberian biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

harus dibuktikan dengan Surat Kepulusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Kiputusan

Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gal;
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e. biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya dapal
diberikan apabila tempat menetap setelah memasuki masa purna bakli/pensiun bukan di Kota
Palembang yang dibuklikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sabagal
PIS dengan hak pensiun; | '

Pasal 8

Farjalanan dinas jabatan ke luar negeri dilaksanakan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan parnerintéhan daerah dan tidak terdapat tugae dl
dalam negeri yang mendesak.

Pasal 9

(1) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
a. pendidikan dan pelatihan; _ | ,
b. studi banding;
c. seminarflokakarya/konferensi atau sejenisnya;
d. promosi potensi daerah;
e. kerja sama dasrah dengan pihak luar;
f.  kunjungan persahabatan/kebudayaan.
(2) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke luar negeri terlebih dahulu
memberitahukan_kepada pejabat sebagai berikut :

4. dalam hal yang melakukan perjalanan dinas jabatan adalah Gubemur dan atau Wakil
Gubermur, maka pemberitahuan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Neger; :

b. dalam hal yang melakukan perjalanan dinas jabatan adalah pejabat struktural dan staf,
maka terlebih dahulu mendapatkan perseiujuan dari Gubernur yang selanjulnya akan
memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri;

¢. dalam hal yang melakukan perjalanan dinas jabatan adalah Pimpinan dan Anggota DPRD,
maka pemberitahuan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,

(3] Perhitungan biaya perjalanan dinas jabatan ke luar na‘geri didasarkan pada tarif sebagaimana
diletapkan dalam Peraturan Menten Keuangan lentang Standar Biaya Umum yang diterbitkan
setiap tahun anggaran.

Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Dinas/inspeklorat/Badan/
Sekrelariat DPRD/Biro/Kantor dimana yang melaksanakan perjalanan dinas j;abatan sedang
bertugas.

|2) Fejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan

ketersediaan dana yany diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
|
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Pasal 11

Gubernur, Wakil Gubemur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegéwai Negeri Sipil dilarang menerima
biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan clmas yang dilakukan
dalam waktu yang sama.

Pasal 12

Uang harian dan biayé transport dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas
pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (6) serta Pasal 7 dibayarkan secara
lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 13

(11 Uang harian perjalanan dinas jabalan diberikan .

a. menurut banyak hari fang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

b. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam
hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;

. selamadamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;

d. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima R_eputusan tentang perubahan detasering
menjadi pindah fugas; |

6. selama-amanya 3 (liga)- Hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya

RN S R LI B | PO e
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di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkulan unfuk F'e;abat

Negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama — sama untuk melaksanakan
suatu kegiatan tartentu, Gubernur, Wakil Gubernur, Ffimpinanmnggula DPRD dan Pegawai

Neger Sipil dapal menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar

penginapan/holel yang telah diletapkan.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas Jabatan menggunakan kapal lautsungai untuk waktu sekurang-

kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama wakiu transportasi tersebut

repada Gubsmur, Wakil Gubemur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil hanya
diberikan uang harian. ' '

Pasal 15

(1) Selain Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggola DPRD dan Pegawal Neger Sipil dapat

melakukan perjalanan dinas atas perintah Gubemur, dan biaya perjalanan dinasnya
digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menurut tingkat

pendidikan/kepatutanfiugas yang bersangkutan,



(2)

9.

Pegawal Negeri Sipil Colongan | dapat melakukan perjalanan dinas sesuai ‘dengan tingkat
pendidikan/tugas yang bersangkutan hanya untuk hal yang bersifat mendesak/khusus untuk
kepentingan Pemerintah Frovinsi dan tidak terdapat tenaga teknis'lainnya yang'dapai
ditugaskan di'tﬂmp'at bersangkutan, ’

Pasal 16

Bliaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.

| Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan

dinas belum dapatl dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setslah
perjalanan dinas selesal dilaksanakan.

Fasal 17

1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam

SPPD, pejabal yany berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang
kelebihan tersebul bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Gubernur, Wakil Gubermur,
Fimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan
untux hal - hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, c, d dan e.

i BAB il

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN
FPasal 18

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

(2) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabal yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada
saluan kerja atasan langsung pejabat yang berwenang lersebut.

(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus manetapkan tingkat golongan

perjalanan ginas dan alal transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang
bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 19

(1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas

sebagaimana tercantum pada Lampiran VIl Peraturan Gubernur ini.

{2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan '

mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
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Pasal 20

HejebaliPegawal yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung-
jawaban yaitu SPPD yang sudah diselujui/ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempal
tujuan,

Pasal 21

(1} Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas kelertiban pelaksanaan Peraturan Gubemur
iri.

(2) Pejabat yang berwenang wajib membalasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan
memprioritaskan perjalanan dinas untuk hal - hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting
serta mengadakan panghemétan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya
perjalanan. .

(3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawaj yang melakukan perjalanan dinas bertanggung

- Jawab sepenuhnya aias kerugian yang diderita cleh Negara sebagai akibat dari kesalahan,
kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas
dimaksud. I

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dikenakan tindakan berupa tunfutan ganti rugi, hukuman administratif dan tindakan lal.nya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang - updangan yang berlaku;

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubemur ini, maka : : _
4. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor @ SY/KPTS/V/2006 * tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Gubemur/Wakil Gubemur Sumatera Selatan;
o b Kepulusan Gubemur Sumatera Selatan Nomaor : 847/KPTS/VI2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas serta Perjalanan Pindah bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
] ¢. HKelentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2008 tentang

4 Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas
Pimipinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Qinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



LAl
PENUTUP

Froaanl 23

Peraluran Gubemur ini mula: beriaku pada tang gal diundangkan.
Agjar suliap orang mungelahuiy, pentetintubikan pengundangan Foraturan Gubutnur ini dengan

penempalannya dutan Beota Doerab Prgving Sumiatera Selatan.
)

Diletapkan di P‘alemhang
pada tanggal 19 Januari 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

2 Diundangkan di Palembang
v pada tanggal 19 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.
MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI 1B
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[RITRITNTS
Tanigal

FASILITAS TRANSPORT

#

Latiygaiian [ Preraturan Gubomur Suimetera Selalan
AU 2010
19 JANUAKT 2010

T o | Ccar | KELAS TRANSFORTAS]
- PEJABAT NEGATLA, LSELON DAN| 0 00 - =
[ NO PLIAE Dl S X T PERJALANAN PESAWAT l _ | KERETA
- GOLONGAN S INAG KAPAL LAUT
DINAS UDARA APIBUS

- L _— -
|1 |Gubernur dan Wakil Gubermur M RTERTIH Fofas |0 L skl
|
b2 | Eselon | dan Pimpinan DRERD g - Bisnis Kelas | B Eksekutif
-’
] 3 | Eselon Il dan Anggota DPRD c Ekonormi Kelas | B Eksekutif
L § |
l | | ‘
|4 | Eselon 1l / Golongan IV | D Ekonomi Kelas Il A EXSEKULT
|

I -:

5 | Eselon IV / Golongan {il E Ekanami Kelas It A Eksekutif

«

, & IPMS Golongan Il dan Golongan | F Exonomi Kelas il A Eksekutif




LABET I R E D P T AR AaRITAR 1 i il et +
: ey anY oo
/ BIAYA TRANSPORT
INO RUTE LE{&E‘;‘:M_?;ﬁﬁf‘ BUS (PP) | KERETA API (PP) |
L N - —_.,_ﬁ;_...‘;i—
DALANM PHROVINGI e e e - I
|1 [Pulombang - OF f Inderulaya e
2 |Palembang - OKI/ Kayuagung - - 40.000,00
3 |Palambang - OKU J Baluraja - - 150.000,00 250,000,00
4 [Palgimbang - DKLU Selalan ) Muaradua - - 220.000,00 | N
5 |Palembang - OKU Timur / Martapura - - 210.000,00 | 250.000,00
B |Palombang - Banyuasin / Pangkalan Balui . = 40.000,00 - -
7 |Palembang - Musi Banyuasin / Sekayu - - 150.000,00 -
8 |Palembang - Musi Rawas / Lubuklinggau - - 240.000,00 250.000,00
9 |Palembang - Kota Frabumuiih - - B0.000,00 -
10 |Palermbang - Muara Enim - r 110.000,00 250.000,00
11 (Palembang - Lahat - - 200.000,00 250.000,00
12 |Palembang - Kota Pagar Alam - - 280.000,00 -
13 |Palembang - Tebing Tinggi - . 280.000,00 |_~ 250.000,00
LUAR PROVINSI
1 |Palembang - NAD / Banda Acsh G.319.600,00 9,261.000,00 - *
2 |Palambang - Sumut / Madan 568820000 |  9.045.400,00 . -
Y BEl _”_. Paionibang - Suml ;_._1_1 ] ameacoud| 7oase2v000 | IR B -
- I "4 |Palombang - Riaw / Pukanbary 487280000 | 7.237.800,00 - a T
5 (Palembang - Kepulavan Riau [ Tanjung Pinang 4.951.600,00 |  7.185.800,00 - -
G jPalembang - Jambd 4.804,000,00 7.188.200,00 - =
7 |Palemibang - Bengkuiu 4.864.000,00 T.196.200,00 - -
:l 8 Palembang - Lampung { Bandar Lampung 4 BG4,000,00 7.198,200,00 § - -
[ 9 |Palsmbang - Bangka 2.052.00000 |  3.171.800,00 - - _l
| 10 [Palembang - Jawa Barat / Bandung 2.452.000,00 |  3.571.800,00 |  800.000,00 -
11 |Palembang - Jawa Timur / Surabaya 4.:‘-53.55{},50 ?.29?.21:![},[}'{) 1.3 UL U LR -
12 |Palembang ~ DKI / Jakarts 2.052.000,00 3,171.800,00 E00.000,00 -
13 |Palembang - Jawa Tengah / Semarang 3.773.600,00 6.083.600,00 850.000,00 -
14 |Palembang - Yogyakaria 3.844,000.00 6.083.600,00 1.100.000,00 -
15 |Palembang - Bali / Denpasar 4.888.200,00 7.367.600,00 1.800.000,00 -
16 |Palembang - Kaltim [ Samarinda § Balikpapan §5916.800,00 | 8.977.200,00 - E
17 |Palembang - Kalbar / Pontianak 4 487.000.00 |  6.619.600,00 - -
16 (Palambang - Kalteng § Palangkarays 4,757.800,00 6.971.800,00 - -
‘ g 19 |Palembang - Kalsal { Banjarmasin 4.833 600,00 T AT 400 00 - -
20 [Palembang - Sulut / Menada 731,000,000 | 12.010.200,00 - -
21 |Palambang - Gorontalo 7.311.000,00 | 12.010.200,00 - -
22 |Palembang - Sulteng f Palu T.311.000,00 | 12.010.200,00 - -
23 |Palembang - Sulawesi Tenggara [ Kendari 7.311.000,00 | 12.010.200,00 - -
24 |Palembang - Sulsel / Makasar, Ujung Pandang 5727 800,00 £.201.600,00 - -
25 |Palembang - NTT / Kupang 5.727.800,00 9,201.600,00 - -
26 |Palembang - NTB ( Mataram 5.727.800.00 0.201.600,00 - -
27 [Palembang - Maluku / Ambon 7.311.000,00 | 12.010.200,00 | - -
28 |Palembang - Fapua / Merauke ! Timika 8.351.400,00 | 14.044.000,00 - -
| 28 |Palambang - Irian Jaya Timur | Jayapura 5.886.000,00 | 14.602.800,00 - -
30 IPalemibang - Batam 4 561.600,00 6.885.800,00 - -
L.'H Palermbang - Sulo 3.936.400,00 6,083.600,00 - -
| 32 [palembang - Biak 9.457.000.00 | 14.224.400,00 . .




/o
V"/ Lampiran IV Peraturan Gubernur Sumalera Selatan
Nomar : 2 TAHUN 2010
Tanggal: 19 JANUART 2010
TRANSPORT DALAM KOTA
Lol | BESARNYA UANG TRANSPORT
NO URATAN
I Goliv | Gollll Gol. |l Gol.|
1 | Transport Dalam Kola Rp 150.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp - 75.000,00 | Rp 50.000,00
|
o
R . U P RS L. S | —
f
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